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SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR

[0

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADALU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008, perlu diatur

kembali mengenai tugas pokok, fungsi dan tata lcerja pada
Sekretariat Dacrah Kabupaten Sekadau;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sckretariat Daerah Kabupulen Sckadau :
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi
Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4344 )

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844 j;



S

|5 _J—-

3. Undang-Undang, Nomor 30 Tahua 2004 entang Perimbangan

10.

11.

12.

13.

- Undang-Undang Nomor 12 T

- Undang-Undang Nomor 5 7T

Keuangun antara Pemeriniinh Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

ahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Penmdang--undangzm (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2234) ;

ahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54G4) ;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhenti}an Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263)

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005

tentang  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593) ; '

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Provinsi dan  Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaren Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1} ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoresia Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indenesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang
Kabupaten Sckadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau
Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Dacrah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sckadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran
Dacrah Kabupaten Sekadau Tahkun 2010 Nomor 4);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPAT] SEKADAU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

h.

J-

Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau;

. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah

Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat

perundang-undangan;

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negéra Kesatuan Republik Indonesia;
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau;
Sekertans Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Sekadau;
Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau;
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan;

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Sekadau;

setempat sesuai dengan peraturan

k. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural:

. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi Negara;

. Kelompok  Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri;

. Staf adalah seluruh Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten

Sekadau baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun
Fungsional.
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BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISAS!

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

kewajibayn membantuy Bupati dalam merumuskan program kerja, merumuskan
Sasaran, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina Dinas
Daerah, l.embaga Teknis Daerah Lembaga Lain yang merupakan Perangkat Daerah
serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuaj dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebugaimana dimaksud dalam Pasal 2

Sekretariut Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut ¢

a, Merumuskan Program kerja Sekretariat Dacrah dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sekadau untuk mewujudkan Visj
dan Misi yang telah ditetapkan

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah sertg, Lembaga lainnya;

¢. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;

d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah:

€. Pelaksvnaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Kedua '
Struktur Organisasi

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau terdiri dari :

Sekretaris Daerah; ‘

Asisten Pemerintahan;

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ;

Asisten Administrasi Umum;

Bagian; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional. ~

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
Sekretaris Daerah

Pasal 5

(1) Sekretaris Daerah sebagaimana dalam' Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah unsur
staf yang mempunyai ttgas pokok menyelenggarakan fungsi koordinasi,
penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan membina dan  mengarahkan
pelaksanaan tugas Dinas Daerah mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah serta Lembaga Lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undarigan yang berlaku. _

(2) Sekreraris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pimpinan
vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

Sekretans Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

&. merurauskan Program kerja Sekretariat Daerah dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sekadau untuk mewujudkan Visi

dan Misi yang telah ditetapkan;

pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

serta lembaga lainnya;

Pemarntauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;

- penyelenggaraan pelayanan administrasi umum Pemerintah Daerah;

pelaksanaan pembinaan administrasi, dan aparatur Pemerintah Daerah;

Mengarahkan Asisten, Kepala Bagian, Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Camat

berdawarkan Peraturan dan ketentuan yang ada untuk pelaksanaan tugas

secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana sesuai

sasaran; dan

g. pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan  tugas pembantuan dan
pelaksanaan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati.

o
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Bagian Keempal.
Asisten Pemerintahan

Pasal 7

(1) Asisten Pemerintzhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
adalal: unsur pembantu Sekretaris Daerah dibidang Pemerintahan yang
mempunyai  tugas pokok melakukan perumusan  program  kerja,
mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan penyelenggaragn Bidang
Pemerintahan, Pertanahan, Hukum dan HAM serta mengkoordinasikan satuan
kerja perangkat daerah yang berada dalam jalur: koordinasinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(2) Asister: Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah unsur
pimapinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerat..
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Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana'dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan program kerja dan penylusunan program kerja dan rencana
kegiatan Asisten Pemerintahan meliputi Bagian Pemerintahan, Pertanahan dan
Hukura dan HAM;

b. Pengicoordinasian perumusan bahan dan penyelenggaraan kebijakan meliputi
bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Hukum dan HAM;:

c. Penyusunan Petunjuk Teknis pelaksanaan tugas ke Asisten Pemerintahan
meliputi bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Hukum dan HAM;

d. Penyelenggaraan program kerja dan rencana kegiatan ke Asisten Pemerintahan
meliputi bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Hukum dan HAM:

¢. Penyelenggaraan pembinasn, pengendalian, monitoring, evaluasi das pelaporan
pelaksaniaan tugas ke Asisten Pemerintahan meliputi bidang Pemerintahan,
Pertanahan dan Hukum dan HAM;

f. Pengendalian pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan ke Asisten
Pemer:ntahan meliputi bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Hukum dan
HAM;

g Fasilitasi pelaksanaan tugas SKPD yang berada dalam jalur Koordinasinya; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaj dengan tugas dan
fungsinya,

Pasal 9

(1) Asisters Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
membawahi dan mengkoordinasikan:
a. Bagian Pemerintahan:
b. Bagian Pertanahan;
c. Bagian Hukum dan HAM. :

(2) Bagiar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Pemerintahan.

Bagian Kelima
Bagian Pemerintahan

Pasal 10

Begian Pemerintahan sebagaimana dimaksucd dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a
peraturan ini, melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan merencanakan
operasional, pelaksanaan kebijakan dan standarisasi di bidang pemerintahan,
menyusur  kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah  daerah dan
pengembangan kapasitas, evaluasi dan monitoring pengendalian penyelenggaraan
Tata Pemerintahan, Otonomi daerah, serta kerjasama antar daerah.



Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bagian

Pemerintihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

&. Merencanakan operasional standarisas; teknis di bidang tugas pembantuan dan
kerjasama, wilayah administrasi dan perbatasan, kawasan khusus,

b. penyelenggaraan kebijakan dan standarisasi teknis dj bidang tugas pembantuan
dan kerjasama, wilayah administrasi dan perbatasan, kawasan khusus serta
monitoring dalam penyelenggaraan tata Pemerintahan kecamatan dan
kelurahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlakuy;

¢. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, hubungan
antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah
serta pengembangan dan kerjasama antar daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan dj bidang urusan pemerintahan daerah, penataan
daeral, fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan hubungan antar
lembaya, kelembagaan dan personil daerah, pengembangan kapasitas dan
evaluasi kinerja daerah serta perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

€. monitering dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembinasn perangkat daerah,
pPeningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan, pemekaran daerah dan
pembentukan penghapusan serta penyatuan kecamatan dan kelurahan;

f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi Bagian Pemerintahan;

g Pelaksanaan tugas lain bagian Pemerintahan yang diserahikan oleh Asisten
Pemenntahan. '

Pasal L;’Z

(1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1} huruf a
membawahi : '

a. Sut Bagian Tata Pemerintahan;
b. Sut Bagian Otonomi Daerah; dan
C. Suk Bagian Kerjasama antar Daerah.

(2) Sub Bugian sebagaimana dimalsud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dj bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Pemerintahan,

Pasal 13

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas pokok membanty Kepala Bagian Pemerintahan
menyiapkan bahan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan operasional
serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
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. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,

kebijakan, petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

- menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bagian tata pemerintahan

sebagai pedoman dan acuan kerja;

. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

peny=lenggaraan bidang tata pemerintahan sesuaj dengan ketentuan
peraturan yang berlaku;

. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan dan  pelaporan

peny:lenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah
provinsi;

. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah (LPPD) berdasarkan ketentuan yang berlalku;

menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang
ditugas pembantuan kepada desa:

- menyiapkan bahan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar

susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan
pemerintah dan provinsi; |

- menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar

kecamatan/desa/kelurahan;
menyviapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar
kecamatan/desa/kelurahan di wilayah kabupaten;

menyviapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan
pemcrintahan skala kabupaten;

- menyviapkan bahan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan daerah

kepada kecamatan dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

menyiapkan bahan dalam rangka bunbingan dan fasilitasi penyelesaian
perselisihan antar daerah,;

. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

. m:lakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbanpgau kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas

masing-masing;

. Iemberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian  kinerja

kepada bawahan;

. menvelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya. '
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Pasal 14

' (1) Sub Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pemerintahan

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan operasional
serta melaksanakan program dam kegialan Al bidang olonomi deeral, sesuAL
dengan Wagkap Nagasnya berdasarkan ketentuan, yang, vertiaka.

{2} Untuk melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) Sub

Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. mernghimpun dan mengolah peraturan
kebijakan, petunjuk sert
dengan bidang tugasnya;

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Otonomi Daerah sebagai
pedeman dan acuan kerja;

¢. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

penvelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku;

perundang-undangan, pedoman,

h d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan

otonomi derah;

€. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi,
moritoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintah;

f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku;

g menyiapkan bahan pengusulan pembentukan, penghapusan dan
penggabungan daerah termasuk pembentukan kecamatan, pengusulan
pert:bahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah;

h. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pembentukan asosiasi
daerah/badan kerja sama daerah;

i. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah {DPOD);

j» menghimpun, menganalisa, mengkoordinasikan dan evaluasi
penvelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenahngan
kabitpaten dalam rangka merantapkan otonomi daerah serta menyusun
bahan pembinaan serta pengembangannya;

k. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
denygan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

n. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;

0. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
bawahan;

p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

a data dan informasi lainnya yang berhubungan -
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q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.,

Pasal 15

(3) Sub Bugian Kerjasama Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian
Pemerintahan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan
perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang

kerjasama antar daerah sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

(1) Untuk melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub

Bagian Kerjasama Antar Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut ;

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
kebijakan, petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

b. menyusun rencana kerje dan kegiatan Sub Bagian kerja sama antar daerah
sebugai pedoman dan acuan kerja;

¢. merylapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
penvelenggaraan bidang, pengembangan dan kerjasama antar daerah sesuaj
dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

d. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengzan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; .

€. melikukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mernberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

g. merabagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;

h. mermberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
bawahan;

i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

J. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tug:usnya.

Bagian Keenam
Bagian Pertanahan

Pasal 16

Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1} huruf b
mempunyai tugas pokok Merencanakan Operasional, petunjuk teknis pelaksanaan
kebijakan dan standarisasi di bidang Pertanahan, menyusun kebijakan
penyelenggaraan urusan Pertanahan dan pengembangan kapasitas, evaluasi dan
monitoring pengendalian penyelenggaraan Inventarisasi dan Tata Guna Tanah,

Sub Bagian Pengendalian Pertanahan, Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa
Tanah.
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Pasal 17 '

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bagian

Pertanahar: mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan Operasional dibidang pengaturan inventarisasi dan tata guna
tanah, pengendalian pertanahan, pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah;

b. Pengkocrdinasian penyelenggaraan penyelesaian inventarisasi dan tata guna
tanah, pengendalian pertanahan, pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah;

c. Pengkocrdinasian tata guna tanah dan tata ruang serta pemetaan;

d. Penyiapian administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

€. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara periodik berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

f. Penyusunan konsep bahan kebijakan dan pedoman kerja pengendalian dan
tatagun.a tanah berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan
kepada atasan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain Bagian Pertanahan yang diserahkan oleh Asisten
Pemerintahan.

Pasal 18

(1) Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1} huruf c
membawahi :

a. Sub 3agian Inventarisasi dan Tata Guna Tanah;
b. Sub 3agian Pengendalian Pertanahan,
c. Sub 3agian Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa Tanah.

(2) Sub Bayian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
scorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Pertanahan.

Pasal 19

(1) Sub Bagian Tata Guna Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
hurul 2 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pertanahan
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan operasional
serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang inventarisasi dan tata guna
sesual cengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk nclaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Tata Guna Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Inventarisasi dan tata guna tanah
untuk acuan pelaksanaan tugas.

b. menginventarisir tanah asset Pemerintah Daerah dan Menginventarisir
kebutuhan pengadaan. tanah dari satuan kerja untuk kepentingan
pembangunan. ’

¢. menvusun draft final rencana kegiatan penggunaan tanah.

d. melakukan Koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan
tanah dengan instansi terkait.
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. mewakukan sosialisasi tentang rencana letak ke

glatan penggunaan tanah
kepada instansi terkait

menyiapkan dan menyusun kebijakan perencanaan tentang tata guna tanah
wilayah perkotaan, pedesaan dan kawasan tertentu yang dikaitkan dengan
keseimbangan perkembangan wilayal, keseimbangan lingkungan serta
keserasian antar sektor.

memberikan pelayanan perijinan pemanfaatan tata guna tanah yang
dikaitkan  dengan keseimbangan perkembangan  antar
keseimbangan lingkungan serta keserasian antar sektor.
melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti
rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.

Membina dan memberikan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan tata
guna tanah, kepada dinas /instansi pemerintah, swasta dan masyarakat,
menyelia dan menghimpun peraturan perundang-undangan serta petunjuk

kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Penatagunaan
Tanah. '

wilayah,

melaksanakan koordinasi kepada sub bagian lainnya yang ada pada Bagian
Pertanahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung
keiancaran pelaksanaan tugas;

- memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan

bicang tugasnya;

- membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas’

masing-masing;

memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
bawahan;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tuzasnya.

Pasal 20

(1) Sub 13agian Pengendalian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat 11) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pertanahan
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan operasional
serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian pertanahan
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Untux melaksanakan Tugas pokok sebugitimana dimaksud pada ayatl {1) Sub
Bagian Pengendalian Pertanahan mempunyai fungsi senagai berikut;

a.

Merencanakan kegiatan kerja Sub Bapian Pengendalian Pertanahan untuk
acuan pelaksanaan tugas;

b. Menentukan Subjek/objek retribusi tanah;

. Mengendalikan pengawasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah;

. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan ijin lokasi;
. Menetapkan pedoman kawasan budidaya dan non budidaya kabupaten

termasuk perlindungan sumber daya alam;
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{. menyelia dan menghimpun peraturan perundang-undangan serta petunjuk

kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengendalian
Pertanahan;

g. melaksanakan koordinasi kepada sub bagian lainnya yang ada pada Bagian
Pertanahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

i. melakukan koordinasi dengan unit kerja

terkait dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

j- memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan

bidang tugasnya;

k. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masirig-masing;

. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
bawanan;

m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

o)

Pasal 21

1 (1) Sub Buagian Pengadaan dan Penyelesaian  Sengketa Tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bagian Pertanahan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis
dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di

bidang pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

i (2) Untuk rnelaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub

Bagian Pengadaan dan Penyelesaian  Sengketa Tanah mempunyai fungsi
sebagai berikut;

a. Merencanakan prograrn kegiatan, membuat kebijaksanaan,
melaksanakan program kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
program kegiatn Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah; '

b. Menyusun rencana program kegiatan, baik program bulanan, tahunan
maupun insidentil:

c. Melakukan penetapan dan subjek dan objek redistribusi tanah serta
ganti kerugian tanah kelebihan maksimurm dan tanah absentee;

d. Menerima, menelaah dan mengevaluasi laporan ataupun pengaduan

sengketa tanah;

Membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan Tim Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa Tanah tingkat kabupaten;

f.  Melakukan identifikasi serta mengupayakan penyelesaian sengketa tanah

girapan dan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
prmbangunan;

g Melakukan penctapan tanah ulayat;
h. Melakukan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;

i. Mengevaluasi dan melakukan pengkajian program kegiatan yang telah
dun akan dilaksanakan:

(4
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J. Melaksanakan koordinasi_dengan Dinas
BUMN, BUMD dan Sub Bagian
Pertanahan.

k. Memperbanyak dan menyebarluaskan produk-produk hukum dan
informasi lainnya yang berkaitan dengan pertanahan.

. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas Sub Bagian
Penyelesaian Sengketa Pertanahan terbagi habis dan terlaksana dengan
baik.

m. Mengevaluasi tugas bawahan sclanjutnya memberikan nilaj kepada
bawahan tiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian
Pekerjaan;

n. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

/ihstansi pemerintah, swasta,
lainnya yang ada pada Bagian

Bagian Ketujuh
Bagian Hukum dan HAM

Pasal 22

Bagian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢
1 mempunyai tugas pokok membantu Asisten Tata Pemerintahan menyiapkan bahan
penyusuran kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang

4 hukum can HAM sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-
] undangar yang berlaku.

Pasal 23

3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Bagian

J{ Hukum dan HAM mempunyai fungsi sebagai berikut :

] a. meren:anakan operasional program kerja dan kegiatan di bidang hukum dan

; HAM;

| b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan;

¢. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di
bidang bantuan hukum dan HAM;

d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di
bidang dokumentasi hukum;

€. peényusunan kegiatan dan petunjuk teknis serta  monitoring dalam
penyelenggaraan, pembinaan, penataan, perumusan, pernelaghaan produk
peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
dan Keputusan Bupati

f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Administrasi Bagian Hukum dan
HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak.

8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang hukum dan HAM;
dan

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan
fungsinya.
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Pasal 24

(1) Bagian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1} huruf ¢
membawahi :

a. Sub 8Bagian Peraturan Pcmndang—undangan dan Pengawasan Produk
Hukum;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

(2} Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah da
kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM.

masing dipimpin oleh
n bertanggung jawab

Pasal 25

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pengawasan Produk Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayal (1) huruf a mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bagian Hukum menyiapkan bahan penyusunan
kebijakiin teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan program

dan kegiatan di bidang peraturan perundang-undangan dan pengawasan
produk- produk hukum sesuai dengan

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pengawasan Produk Hukum
mempuayai fungsi sebagai berikut -

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,

kebijakan, petunjuk serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan
bidang tugasnya;

lingkup tugas dan kewenangannya

b. memyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan sebagai pedoman dan acuan kerja;

C. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
perumusan peraturan perundang-undangan dan/atau preduk hukum daerah
seswi dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

d. menviapkan rancangan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

€. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum daerah
yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan
Instraksi Bupati; .

f. menylapkan bahan koordinasi dengan lembaga legislatif dalam rangka
pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah;

g. menyiapkan bahan dalam rangka pengesahan produk-produk hukum daerah
dan melaksanakan pengundangan produk hukum daerah dalam Lembaran
Daeriah dan Berita Daerah;

h. memantaun perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;

I. melakukan penelitian dan penglkajian serta penelaahan produk-produk hukum;

J. melaxukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dan produk hulum daerah serta menyiapkan bahan tindak
lanjutnya;
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k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelaiicaran pelaksanaan tugas; '

. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang
tugaanya: )

m. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;

n. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada

bawnhan;

mernyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuaj bidang tugasnya; dan

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuaj lingkup
tugasnya.

e

7 Pasal Qé

i (1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM schagaimana dimaksud dalam Pasal 24

3 ayat (1; huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan operasional
serta m:laksanakan program dan kegiatan di bidang bantuan hukum dan HAM
sesual «engan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang
berlaku

(2) Untuk melaksanakan Tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) Sub

Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
kebijakan, petunjuk serta data dan informas; lainnya yang berhubungan
dengan bidang tugasnya; '

- b. menmrusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan
HAM sebagai pedoman dan acuan kerja;

¢. menviapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang bantuan hukum dan HAM;

d. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan perdata dan tata
usaba negara dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahannya;

¢. menyviapkan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka
peny=:lesaian sengketa atau masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan
tugas;

f. menjadi kuasa hukum untuk mewakili Pemerintah Kabupaten dalam
menyelesaikan perkara; '

g- memusun bahan koordinasi perlindungan dan penegakan HAM serta
penywapan rencana aksi HAM di daerah;

h. melaksanakan pembinaan terhadap Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS} di
daerah; _

i. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang
berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM;

j- melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;
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m. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan ser

ta penilaian kinerja kepada
bawahan;
n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

o. melaksarakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

Pasal 27

(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian
Hukum menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan
operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang dokumentasi
dan informasi hukum sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
yang berlak,
(2) Untuk melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Dokiimentasi dan Informasi Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan informasi lainnya yang
berhubusiigan dengan bidang tugasnva;

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Hukum
sebagai pedoman dan acuan kerja;

C. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang dokumentasi hukum;

d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem jaringan informasi dan
dokumen tasi hukum di daerah;

€. melakukian penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-bahan
dokumer.tasi hukum;

f. mengumoulkan dan memperbanyak produk-produk hukum daerah yang
telah diundangkan khususnya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusun Bupati dan Instruksi Bupati serta ketentuan-ketentuan lain yang
timbul dan berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;

g melaksanakan publikasi dan sosialisasi terhadap produk-produk hukum
daerah serta menyebariuaskan segala peraturan perundang-undangan yang
berkaitar dengan tugas pemerintah daerah;

h. mensistematisasikan penyimpanan  dokumen-dokumen penting yang
berkaitann  dengan  bidang hukum termasuk membuat  konsep
katalog/ubstraksi produk-produk hukum untuk memudahkan dalam
penemuan kembali;

i. menyimpan dan mengamankan dokumen-dokumen yang bersifat kebijakan
dari Pemerintah Daerah serta memberikan pelayanan informasi hukum:;

J. menginventarisasi permasalahan-permasaiahan yang berhubungan dengan

bidang dokumentasi hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah '

k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya; '

m. membag dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-raasing;
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n. memberikan petunjuk, bimbin

gan dan arahan serta Penilaian kinerja kepada
bawahan;

0. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
p- melalksanakan tugas lainnya’ yang diberikan ole

h ‘atasan sesuai lingkup
tugasaya.

Bagian Kedelapan
Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 28

(1} Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ adalah unsur membantu Sekretaris
Daerah imelaksanakan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan
bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi  bidang ekonomi,
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta mengkoordinasikan satuan
kerja perangkat daerah yang berada dalam jalur koordinasinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(2) Asisten I’embangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
di maksud pada ayat (1) adalah unsur pimpinan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis dan penyusunan program Kkerja dan
rencana kegiatan ke Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat;

b. Penyusunan Petunjuk Teknis pelaksanaan tugas ke Asisten Pembangunan,
Perekoncmian dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang Pembangunan,
Perekoncemian dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Penyelenggaraan program kerja dan rencana kegiatan ke Asisten Pembangunan,
Perekoncmian dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang Pembangunan,
Perekoncmian dan Kescjahteraan Rakyat;

d. Pengendalian pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan ke Asisten
Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang
Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

ie. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

' pelaksanaan tugas ke Asisten pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan

Rakyat meliputi bidang Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan

Rakyat;

Pengkoordinasian perumusan bahan dan penyelenggaraan kebijakan meliputi

bidang Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

. Fasilitas: pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dalam

jalur Koardinasinya; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsiny.a,
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¢ Pasal 30

i A g

| 4|1) Asisten Perekonomian, Pemban

g/
3

gunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ membawahj -

a. Bagian Pembangunan;

b. Bagian Perekonomian; dan

* C. Bagian K=sejahteraan Rakyat;

;E’\[Q) Bagian sebageimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kerala Bagian yang berada dibawah dan 'bcrtanggung Jawab kepada
Asisten Pembvangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

i
L)

Bagian Kesembilan
Bagian Pembangunan .

Pasal 31

Bagian Pembarigunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, P
Kesejahteraan Ralyat merumuskan bahan kebijakan teknis
operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bid
-sesual kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

ayat (1) huruf a
erekonomian dan
dan perencanaan
ang pembangunan

Pagal 32
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Bagian

Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

8. merencanakin operasional kegiatan di bidan
pedoman dain petunjuk yang telah ditetapkan;

b. perencanaar operasional program dan kegiatan di bidang pembangunan;

. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis di bidang penyusunan program pusut;

d. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis di bidang pengendalian pembangunan daerah;

t. penyusunan bahan pembinaan, bimbj ngan, pengendalian dan pengaturan

teknis di bidiang pelaporan pembangunan daerah;
pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah dan administrasi
bantuan pembangunan daerah.

g pengkoordinasian penyusunan pedoman dun petunjuk teknis proses pengadaan
barang/jasa bidang kontruksi dan non kontruksi di lingkungan daerah baik
melalui penunjukan langsung, pemilihan la ngsung maupun pelelangan;

h. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pembangunan; dan

. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan

< fungsinya.

g Pembangunan sesuai dengan
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Pasal 33

= (1) Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 membawahj :
a. Sub Bagian Program dan Pusat Data Elektronik; dan
b. Sub Bagian Pelaporan.
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
secorang Kepala Sub Bagian program dan Pusat Data Elektronik yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Pasal 34_

{1) Sub Bagian Program dan Pusat Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 «yat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian
Pembangunan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan
teknis serta melaksanakan koordinasi penyusunan program pembangunan
daerah dan pengelolaan data elektronik daerah sesuai ketentuan peraturan
yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugds pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Prcegram dan Pusat Data Elektronik mernp{myai fungsi sebagai berikut :
a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya; :

b. menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan Pusat Data

. Elektronik sebagai pedoman dan acuan kerja;

¢. melaksunakan koordinasi dalam rangka penyusunan progam dan kegiatan di
lingkungan Sekretariat Daerah;

d. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan
penyus.inan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

€. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
penyusiinan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

f. menyiapkan bahan pembinaan teknis administratif dalam rangka
penyusunan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan
kegiatain pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten;

h. melakuxan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program
pembar.gunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten dan menyusun langkah tindak lanjutnya;

i. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perencanaan kerja dan
pengelolaan data elektronik, pembangunan dan pengembangan serta
pengoperasian sistem informasi di lingkungan pemerintah kabupaten;

- J. merencanakan operasional kegiatan dan program penyediaan perangkat
lunak sarana, pengolahan data dan penyajian informasi;

k. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap
penggunaan perangkat lurak pemroscsan data clektronik serta sistem
informasi dan komputerisasi dj lingkungan pemerintah kabupaten;
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I. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidung tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

m. melakukan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

n. meraberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bid:ing tugasnya;

0. mernbagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan se

suai bidang tugas
masing-masing;

P. meraberikan petunjuk, bimbingan dan darahan serta penilaian kinerja kepada
bawahan;

q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan olch atasan sesuai lingkup

tugusnya.

Pasal 35

(1) Sub Bugian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat {1) hurufb
~ mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pembangunan menyiapkan
bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan koordinasi
laporzu1 hasil pelaksanaan pembangunan daerah. ‘
R) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan penganalisisan dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan
daerah;

b. menyusun rencana kerja Sub Bagian Pelaporan sebagai pedoman dan acuan
kerja; '

penyusunan

¢. menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;

d. meryiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk tekmis
pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

€. merylapkan bahan dan melaksanakan penyusunan lagoran hasil
pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;

f. meryiapkan ~ bahan dan melaksanakan penyusunan laporan hasil
pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

g. meryiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan ekspose visualisasi hasil
pem:bangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten;

h. mer.ginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

i. melakukan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka
mer dukung kelancaran pelaksanaan tugas;

J. meniberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

k. menmbagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
maging-raasing;
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l. memberikan petunjuk, bimbin
bawaharn;

m. menyelenggarakan evaluasi dan

n. melaksanakan tugas lainnya y
tugasnya.

gan dan arahan serta penilaian Kinerja kepada

pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
‘ang diberikan oleh atasan sesuaij lingkup

Bagian Kesepuluh
Bagian Perekonomian

Pasal 36

Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan
kesejahtersar Rakyat merumuskan bahan kebijakan teknis dan perencanaan

perasiona. serta melaksanakan program dan kegiatan dj bidang perekonomian
;esuai kewsnangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku,

Pasal 37

Intuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dj

lerekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut

I merencanakan operasional kerja di bidang perekonomian sesuai dengan
pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan:

). penyusunan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang
perekonomian;

» penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis d. bidang pembinaan perekonomian masyrakat;

I penyustnan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis d. bidang pembinaan usaha,; '

+ Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian meliputi
urusan pembinaan sarana perekonomian, pembinaan ekonomij masyarakat,
pengembangan produksi, pembinaan usaha dan pembinaan investasi serta
menyusiin dan mengolah rencana strategis daerah dibidang perekonomian;

. Penyelerggaraan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Perekonomian
meliputi urusan pembinaan sarana perekonomian, pembinaan ekonomi

masyarakat, pengembangan produksi, pembinaan wusaha dan pembinaan
investas;

maksud dalam Pasa] 36 Bagian

I Pengendalian pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan Bagian
Perekonomian, meliputi urusan pembinaan sarana perekonomian, pembinaan
ekonomy masyarakat, pengembangan produksi, pembinaan usaha dan
pembinaan investasi ;

l. Menyusun dan mengolah rencana strategis dibidang perekonomian;

. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perekonomian; dan

- penyeleriggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan
fungsinya.



Pasal 38

(1) Bagian Perekonomian sebagaimana dimalksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b
membawahj ;

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
seorany; Kepala Sub Bagian yang berada di

a.
b.

Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Masyrakat; dan
Sub Bagian Pembinaan Usaha.

ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bagian Perekonomian.

Pasal 39

(1) Sub Bagian pembinaan Perekonomian masyrakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal &8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian
perekoriomian menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan

teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pembinaan perekonomian
masyrzkat dan pembinaan usaha.

[2} Untuk melaksanakan tugas pol«fok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut :

B e
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a.

g

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedeman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
denyzan bidang tugasnya;

merencanakan kegiatan Sub Bagian pembinaan perckonomian masyrakat
sebzagai acuan kerja;

mengkaji dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan
pembinaan perekonomian masyrakat;

penyviapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan ekonomi
kemasyarakatan, jalan dan jembatan, perhubungan dan telekomunikasi,
pertanian, perikanan, kehutanan, dan ‘perkebunan, pertambangan dan
linglcungan hidup dalam meningkatkan pereckonomian masyarakat

. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pembinaaan perekonomian

masyrakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan agar
pengiembangan perekonomian dapat berjalan sesuai harapan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan  pembinaan
perekonomian masyrakat serta menetapkan langkah tindak lanjutnya;
menginventarisasi permasalahan-permasaldhan yang berhubungan dengan
bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas; :

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masmg-masing;

memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
bawizhan;

menvelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup

bigasnya.

23



Pasal 40

(1} Sub Begian Pembinaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Perekonomian
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan teknis serta
melaksanakan program dan kegiatan pembinaan usaha.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Pembinaan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :°

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan bidang tugasnya;

- merencanakan kegiatan kerja Sub Bagian pembinaan usaha sebagai acuan

kerjis;

mengkaji dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan
pembinaan usaha;

. penviapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan usaha, koprasi

dan UKM, perindustrian, perdagangan dan pasar, BUMN dan BUMD,
perkreditan dan lembaga-lembaga keuangan, kerja sama bidang ekonomi
menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pembinaaan usaha sesuai
dengan kebijakan yang 'telah ditetapkan agar pengembangan perekonomian
dap:t berjalan sesuai harapan;

meluksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pembinaan usaha
sertiu menetapkan langkah tindak lanjutnya;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnyau;

membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;

memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
baw:ahan;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

Bagian Kesebelas
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 41

- Jagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
wruf ¢ mempunyai tugas pokok mambantu Asisten Pembangunan, Ekonomi dan

{esejahteraan Rakyat menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis dan
nelaksanakan pembinaan kehidupan beragama, kesejahteraan rakyat, pendidikan,
esehatan dan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
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Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Bagian

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kerja di bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan
pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;:

b. penyusunan bahan perencanaan operasional ‘program dan kegiatan di bidang
Pendidikar, Mental dan Bpiritual;

C. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
teknis di bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual;

d. penyusunan bahan pembinaan, bimbin
teknis di bidang Pengembangan Sosial;

¢ penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis fasilitasi kegiatan dj bidang Bina Agama dan Kelembagaan;

[ Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan Pendidikan Menta] dan. Spiritual, Sub
Bagiar Pengembangan Sosial dan sub Bagian Bina Agama dan Kelembagaan

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
dan

h. monitcring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesejahteraan

rakyat

pengaturan

gan, pengendalian dan pengaturan

Pasal 43

1) Bagiar Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf : membawahi :
a. Sub Bagian Pendidikan Mental dan Spiritual,;
b. Sul Bagian Pengembangan Sosial; dan
. Sul Bagian Bina Agama dan Kelembagaan

) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat.

Pasal 44

) Sub Bagian Pendidikan Mecental dan Spiritual sebagaimana dimaksud dalam
% Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian
g Kesejahteraan Rakyat menyiapkan bahan penyusunan kebijjakan dan
perenciaaan teknis serta melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang
pendidikan mental dan spiritual sesuai de

ngan ketentuan peraturan yang
berlaki..

Bt

R
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2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub

Bagian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedeman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan

dengan tugasnya;

* b memusun rencana kerja Sub Bagian Pendidikan mental dan spiritual sebagai
pedoman dan acuan kerja;




C. menviapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan fasilitasi bantuan di bidang pendidikan mental dan spiritual;

d. menviapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan keuangan di bidang
pencidikan mental dan spiritual sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku;

€. penyiapan bahan peényusunan Kebijakan Teknis pembinaan Pendidikan
Menral dan Spiritual, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah
raga

f. Pengkoordinasian dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Mental dan
Spiritual; '

g. melakukan pembinaan, pemantauan dan cvaluasi pemberian bantuan
keuangan dan sumbangan di bidang pendidikan mental dan spiritual;

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

. melikukan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka
men«ukung kelancaran pelaksanaan tugas;

j- memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

k. membagi dan mendistribusikar tugas kepada bawahan sesuaj bidang tugas
masing-masing;

l. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
baws han; ' '

m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya. '
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Pasal 45

(1) Sub Bagian Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(1) hwuaf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencaaan teknis serta
melaksiinakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengembangan sosial sesuaji
dengen ketentuan peraturan yang berlaku.

[2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub

Bagian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan pcrundang~undanga.n,_ kebijakan,
pedeman dan petunjuk teknis serta bah an-bahan lainnya yang berhubungan
dengan tugasnya;

b. menvusun rencana kerja Sub Bagian pengembangan sosial sebagai pedoman
dan acuan kerja;

c. menviapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pemninaan dan fasilitasi bantuan di bidang pengembangan sosial;

d. meryiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan keuangan di bidang
pengembangan sosial sesuai dengan pedeman dan ketentuan yang berlaku;
€. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan bantuan sosial,
organisasi sosial, Rehabililasi Sosial dan Pengelolaan peninggalan sejarah

dan zepahlawanan
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f. Pengkoordinasian dalam hai penyelenggaraan dan Pengembangan Sosial.
8 meiakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan
keuangan dan sumbangan di bidang pengembangan sosial;

bidiing tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

i. melakukan koordinasi dengan satuar /unit kerja terkait dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas:

J. memberikan saran dan pertimbangan
bidiing tugasnya;

k. membagi dan mendistribusikan tugas kepada baw
masing-masing;

kepada atasan berkaitan dengan

ahan sesuai bidang tugas

. meinberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
bawahan; :
. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugiasnya,

P

Pasal 46

(1) Sub B:gian Bina Agama dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokck membantyu Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat menyiapkan bahan peényusunan kebijakan dan
perencaaan teknis serta melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang bina
agams. dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peratursn yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakén,
pedoman dan petunjuk teknis serta  bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugasnya;

b. menyusun rencana kerja Sub RBagian Bina Agama dan Kelembagaan
si:bagai pedoman dan acuan kerja; .

. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan fasilitasi bantuan dj bidang Bina Agama dan Kelembagaan;

d. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan keuangan di bidang
Bina Agama dan Kelembagaan sesuai dengan pedomen dan ketentuan
yang berlaku;

€. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan kehidupan
beragama, fasilitasi penyelenggaraan ibadah Haji, bantuan rumah ibadah
dan organisasi-organisasi bersifat keagamaan

. Pengkoordinasian dalam hal penyclenggaraan dan Bina Agama dan
Kelembagaan .

g melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan
k:uangan dan sumbangan di bidang Rina Agama dan Kelembagaan ;

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang  berhubungan
dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
‘Tasalah;

i.  raelakukan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
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jo memberikan saran dan pertimban
bidang tugasnya;

k. membagi dan mendistribusikan tug
tuges masing-masing;

l.  memberikan petunjuk, bimbingan d
kepada bawahan;

m. menyelenggarakan evaluasi dan

n. meleksanakan tugas lainnya y
tuga snya,

gan kepada atasan berkaitan dengan
as kepada bawahan sesuai bidang
an arahan serta penilaian kinerja

pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
ang diberikan oleh atasan sesuaj lingkup

Bagian Keduabelas
Asisten Administrasi Umum

Pasal 47

[1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal 4 ayat (1)
huruf d adalah unsur membantu Sekretaris Daerah meclaksanakan pembinaan
dan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang administrasi umuin
kesekreturiatan yang meliputi bidang organisasi perangkat daerah,
ketatalaksanaan, adminstrasi keuangan, administrasi dan
kepegawnian, adminstrasi umum dan perlengkapan,
mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah yang
koordinasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

pembinaan
kehumasan serta
berada dalam jalur

[2) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur

pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerah. '

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

Asistenn Adm. nistrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut -

3. Perumuszn bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis
dalam ha: penyelenggaraan mangjemen organisasi;

b. Perumusan bahan kebjjaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis
dalam hal penyelenggaraan pelayanan umum dan rumah tangga Sekretariat
Daerah, Eupati dan Wakil Bupati;

t. Perumuszn bahan kebijaksanaan benyusunan program dan petunjuk teknis
dalam ha: penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

d. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan; dan

t. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 49

1} Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d membawahi :

a. Bagian Umum;
b. Bagian Humas dan Protokol; dan
¢. Bagian Organisasi,




‘ [2) Bagian sebagaimana dimaksud "pada ayat (1) masin
seorang Kepala Bagian yang berada dib
Asisten Administrasi Umum.

g-masing dipimpin oleh
awah dan bertanggung jawab kepada

Bagian Ketigabelas
Bagian Umum

Pasal 50

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
tugas membantu Asisten Administrasi menyusun bahan
pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pr
penatausahiaan dan pengelolaan administrasi umum di 4
Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

huruf a mempunyai
penetapan kebijakan,
ogram dan kegiatan
ngkungan Sekretariat

Pasal 5]

Untuk meliaksanakan tugas pokok sebagaimuani dimaksud dalam Pasal 49 Bagian

Umum mernpunyai fungsi sebagai berikut :

2. Penylapan bahan dan petunjuk teknis urusan umum pengelolaan tata usaha
dan kepegawaian;

_‘fb. Penyiapian bahan dan petunjuk teknis urusan pengelolaan keuangan sekretariat

" daerah;

(3 Penyiapan bahan bahan dan petunjuk teknis urusan rumah tangga Bupati,

. Wakil Bupati dan Sekretariat Daerakh;

i. Penyiapan bahan dan pembinaan, pengkoordinasian, monitoring dan

" penyelenggaraan urusan umum;

t. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan

dan pengelolaan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai

. ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

1 penyusunan rencana kerja dan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan

 administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi keuangan di
lingkungan Sekretariat Daerah dan mengurus rumah tangga jabatan serta
pembinaan sandi dan telekomunikasj daerah sesuai kebijakan, pedoman dan
petunjux yang telah ditetapkan; ,

g pengkocrdinasian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan
pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi keuangan
di lingk.angan Sekretariat Daerah dan mengurus rumah ‘tangga jabatan serta
pembinaan sandi dan telekomunikasi daerah.

Pasal 52

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a
membawahi :

a. Sub 3agian Keuangan;
b. Sub Bagian Ketatausahaan dan Kepegawaian
. Sub 3agian Rumah Tangga Dan Perlengkapan.
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(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah d
kepada Kepala Bagian Umum.

(1) Sub Bagsian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (

masing dipimpin oleh
an bertanggung jawab

Pasal 53

1) huruf a

mempuryai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan
program. dan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan
Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

(2) Untuk imelaksanakan tugas pokok sebagaimana dirhaksud pada ayat (1) Sub
Bagian {euangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
kebijakan, dan petunjuk teknis serta bahan-bahah lainnya yang
berh abungan dengan pengelolaan administrasi keuangan;

- memyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai

pedoman dan acuan kerja;

menyiapkan bahan  penyusunan kebijakan  dan  pengkoordinasian
penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;

menusun  pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
keuangan;

menvelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan keuangan
Sekrstariat Daerah yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana
anggaran, pembukuan, verilikasi anggaran serta pcrbendaharaan;
memnviapkan bahan pembinaan dan pengendalian pengelolaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Sckretariat Dacrah;

melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi bendaharawan
Sekretariat Daerah;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasnya dan
meruimuskan langkah tindak lanjutnys;

melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
menyabarkan kebijakan atasan sesusj dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

me m:bagi dan mendistribusikan tugas kepada para bawahannya;

meraberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

. melakukan pembinaan, motivasi, arahan 'dan penilaian terhadap kinerja

bawihan;

. meleporkan' hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.
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Pasal 54

. (1) Sub Bagian Ketatausahaan dan Kepegawaian sel;agaimana dimaksud dalam
) Pasal 51 ayat (1) huruf b mempunyaj tugas pokok membantu Kepala Bagian
Umum menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis serta melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan Tata usaha
dan Kepegawaian Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Ketatausahaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

b.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Tata Usaha,
Kearsipain dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;

merencanakan kegiatan kerja di Sub Bagian ketatausahasn dan
kepegawsian;

. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan

ketatausiahaan dan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah:

penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan tata
usaha Bupati dan Wakil Bupati;

penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan tata
usaha Sekretaris Daerah;

penyusunan bahan petunjuk teknis serta monitoring dalam penyelenggaraan
pengadaan barang, alat tulis kantor/alat perlengkapan kantor (APK) dan
perlengkapan Sekretariat Daerah; dan

Pengendulian dan pengelolaan dalam pendistribusian barang dan alat tulis

kantor/alat perlengkapan kantor serta perlengkapan dilingkungan
Sekretariat Daerah.

- pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tata

usaha waum dan pimpinan;

pengkoordinasian unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang tata usaha umum dan pimpinan;

pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang ketata

usaha dan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

penyelenggaraan pelayanan tata usaha umum dan administrasi lainnya di
lingkungan Staf Ahli Bupati;

pemberixn saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkenaan dengan
tugas pokok dan fungsi di bidang ketatausahaan dan kepegawaian;

m. pelaksar aan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi di bidang ketatausahaan umum dan kepegawaian;

Pasal 55

- (i) Sub Bagiann Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 avat (1) huruf ¢ mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian
: umum menyiapkan bahan penyusunan kebijjakan, pedoman dan petunjuk
teknis serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang tumah tangga
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. dmdy

jabatan dan pengadaan barang alat tulis kantor/
dilingkungar. Sekretariat Daerah sesuai dengan
-{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mem
a,

alat perlengkapan kantor (APK)
ketentuan yang berlaku.

a dimaksud pada ayat (1) Sub
punyai fungsi sebagai berikut:
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan
berhubungan dengan bidang tugasnya;
menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga dan
perlengkapan sebagai pedoman dan acuan kerja;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan  pengkoordinasian
pengelolzan urusan rumah tangga jabatan;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelplaan urusan rumah tangga
Jjabatan;

informasi lainnya yang

menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi dan ketatausahaan
rumah tangga jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
menyiapkan bahan koordinasi dan ketatausahaan rumah tangga. jabatan
menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang perlengkapan
dan perabotan untuk kepertuan dan kebutuhan rumah tangga jabatan;
mengatur pendistribusian atau mobilisasi barang perlengkapan dan
perabotan untuk keperluan rumah tangga jabatan;

menyusun - réencana  pemeliharan  dan  perawatan barang-barang
perlengkapan dan perabotan di lingkungan rumah tangga jabatan;
melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang-
barang perlengkapan dan perabotan pada rumah tangga jabatan;

memelihiara dan membina keamanan, ketertiban serta ketenteraman rumah
jabatan;

mengatur jam tamu dan piket jaga pada rumah tangga jabatan;

mengatur dan membina pramu acara, pramu tamu dan ajudan pada rumah
tangga j::-batan;

mengurt.s pemeliharaan rumah jabalan Bupati dan Wakil Bupati serta
rumah dinas Sekretaris Daerah;

memelibara kebersihan dan menata keindahan pekarangan dan rumah
jabatan;

mengurus kelengkapan administrasi dan pemeliharaan kendaraan dinas
Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

melaksanakan monitoring ‘dan evaluasi pelaksanaan tugasnya dan .
merumuskan langkah tindak lanjutnya;

melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan
masalahnya;

menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku:

membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahunnyu;

member kan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

melakukan pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja
bawahaii;

melaporkan hasil petaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
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w. melaksinakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasa

n sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Bagian Humus dan Protokoi

Pasal 56

. (1) Bagian Hurnas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 48 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi merumuskan
bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program
dan kegiatan pembinaan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan dj
lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai deng
berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
- Humas dan Protokol mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis urusan Humas ;

b. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis wurusan
protokol

an ketentuan peraturan yang

1) Bagian

C. penyusunan bahan dan saran kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan
perundasnig-undangan yang berlaku; .
penyusunan rencana kerja dan kegiatan penyelenggaraan pembinaan hubungan
masyarai<at dan keprotokolan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan petunjuk
yang telah ditetapkan;

€. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemberitaan, informasi dan

komunikasi tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat; dan

f. pemantanan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
humas dan protokol.

Pasal 57

(1) Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
membawahi :

a. Sub Bagian Humas;
b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas; dan
c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

(2) Sub Bagiar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Ke¢pala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kerala Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 58

- (1) Sub Bagian Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokol
§ menyiapkan bahan kebjjakan, pedoman dan petunjuk teknis serta
melaksanakan program dan kegiétan pembinaan hubungan masyarakat sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Humnas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

menghirapun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan -informasi

lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

- menyus.an rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat

sebagai pedoman dan acuan kerja;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
peniyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dj
lingkunygan Pemerintah Kabupaten Sekadau;

menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan hubungan masyarakat
dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, media massa, keterangan

pers, konfrensi pers dan peliputan media massa di lingkungan Pemerintah
Kabuparen;

. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penyebariuasan informasi dan

komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

menghiinpun, mengolah dan melaksanakan penyampaian berita kepada
masyarukat tentang pelaksanaan kebijakan dan program yang telah, sedang
dan aken dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan hasil-hasilnya baik
melalui media massa maupun sarana pemberitaan lainnya;

melaksanakan inventarisasi dan menyelenggarakan pendokumentasian
bahan-bahan penerbitan dan pemberitaan;

menyiapkan bahan pembinaan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan
masyarukat dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk memperjelas
kebijak:in, program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; ‘

memberdayakan kontribusi media massa kepada daerah termasuk
pemantauan dan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial serta lembaga-
lembaga informasi dan komunikasi lainnya;

memberikan pelayanan informasi dan komunikasi kepada lembaga
pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnya; -

melaks:inakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasnya dan
merumilskan langkah tindak lanjutnya;

melaksinakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;

. menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlalmu;

membagi dan mendistribusikan tugas kepada para bawahannya;
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bicang lugasnya;

melakukan pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja
bawaha.n; '

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan
maupu tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.
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Pasal 59

- {1} Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
‘57 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas
dan Protokal menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta
melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas di lingkungan
Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedomar dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubuangan dengan bidang tugasnya;

menyus.n rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Protokol dan perjalanan
dinas sebagai pedoman dan acuan kerja;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas di lingkungan
Sekretar at Daerah;

menyiap<an penyelenggaraan upacara-upacara, pelantikan, rapat-rapat
dinas dan pertemuan-pertemuan dinas lainnya yang bersifat protokoler di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;

menyiapkan penyelenggaraan penerimaan tamu-tamu negara, tamu daerah
dan tamu perwakilan negara sahabat serta tamu-tamu penting lainnya
termasuk mengatur akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu-
tamu,

menyiapkan acara dan mengatur jadwal perjalanan dinas Bupati, Wakil
Bupati dan Sekretaris Daerah:
mengatur tata cara perjalanan dinas dan menerbitkan Surat Perintah

Perjalanin Dinas (SPPD) bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat
Daerah;

- melaksainakan pembinaan terhadap para ajudan pimpinan;

menyusuin konsep pidato pimpinan berdasarkan masukan teknis dari
masing-rnasing bidang yang terkait;

melaksanakan pendokumentasian bahan-bahan yang berhubungan dengan
urusan keprotokolan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasnya dan
merumuskan langkah tindak lanjutnya;

melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;

- menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

member kan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

. melakukan pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja

bawahary;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan
maupurn tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
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r.

melaksanakan tugas—iugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup rugas dan fungsinya

Pasal 60

(1) Sub Bagiar: Sancdi dan Tilelekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat {1} huruf ¢, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta
melaksanakan program| dan kegiatan pengelolaan pembinaan sandi dan
telekomunikasi di lingktimgan Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku.

|
1

. [2) Untuk melaksanakan tu;gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Sandi dan Telekoﬁnunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

menghimmpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
kebijakan dan pett:mjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugasnya;

menyusun rencana ; kerja dan kegiatan Sub Bagian Sandi dan
telekominikasi sebagai pedoman dan acuan kerja;

menyiapkan bahan | penyusunan  kebijakan dan pengkoordinasian
penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, sandi
dan telekormunikasi u$aha di lingkungan Sekretariat Daerah;

menyusun pedoman (iian petunjuk teknis koordinasi pengelolaan sandi dan
telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah;

mengkonrdinasikan pengaturan pengiriman dan penerimaan berita sandi dan
telekomanikasi  serta membina dan memelihara  alat-alat  sandi dan
telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Dacrah;

melaksenakan monitoring dan evaluasi  pelaksanaan tugasnya dan
merumuskan langkahi tindak lanjutnya;

melaksanakan inventdrisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasn;ya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;

. menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang-

undanguan yang berlaku;

membayl dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya;

memberikan saran cllan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang 1ugasnya; '

melakukan pembinaa:m, motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja
bawahan; ‘

melaporkan hasil pélaksanqan tugas kepada atasan baik secara lisan
maupurn tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

. melaksanakan tugas-jtugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

lingkup tugas dan fudgsinya.




Bagian Kelimabelas
Bagian Organisasi

Pasal 61

Bagian Orgunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi menyusun bahan kebijakan
dan perencanaan teknis serta melaksanakan penataan organisasi/kelembagaan

perangkat diaerah dan LAKIP, ketatalaksanaan serta formasi dan Analisis jabatan
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Bagian

Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut ;

a. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendayagunaan aparatur negara dan
analisis fiormasi jabatan:

b. penyusurian pregram, rencana kerja dan kegiatan pembinaan kelembagaan dan
ketatalak sanaan serta pendayagunaan aparatur negara dan analisis formasi
Jabatan szsuai dengan kebijakan, pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;

c. pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan  kegiatan pembinaan

kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendayagunaan aparatur negara dan
analisis firmasi jabatan;

Pasal 63

(1) Bagian Crganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c
membawihi :

a. Sub Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan: dan
¢. Sub Bagian Formasi dan Analisa Jabatan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Organisasi.

Pasal 64

(1) Sub Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1} huruf
a mempunyai tugas pokok mambantu Kepala Bagian Organisasi menyiapkan
bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta
melaksariakan program dan kegiatan penataan kelembagaan/organisasi
perangkat dacrah dan LAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub

-

Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yaug
berhubungan dengan bidang tugasnya;
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b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan sebagai
pedo:nan dan acuan kerja;

¢. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
penyvlenggaraan pembinaan kelembagaan perangkat’ daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten;

d. menyusun bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan
organisasi/kelembagaan perangkat daerah dan pendayagunaannya;

e. menyiapkan bahan penyusunan- kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pemtinaan dan penerapan LAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sekaiiau; f

f. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi LAKIP di
lingk angan Pemerintah Kabuapten Sekadau;

g. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan dan pengkoordinasian
penyisunan LAKIP;

h. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penerapan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah daerah; -

i. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan penataan organisasi
kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kewenangan, kebutuhan dan
kemampuan daerah dengan berpedoman pada ketentuan _ peraturan
perundang-undangan yang berlaku: _

J. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pendayagunaan kelembagaan
orgariisasi perangkat daerah;:

k. menyiapkan bahan penyusunan perijabaran tupoksi satuan kerja perangkat
daerih sebagai pedoman dan acuan kerja;

l. menyiapkan bahan pedeman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga/unit
kerja pelayanan umum;

m. menyviapkan bahan koordinasi penyusunan dan penerapan standar
pelayanan minimal bagi instansi/satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten:;

n. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;

o. menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

p. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai tugas dan
fungsinya;

q. meniberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

r. melaxukan pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja
bawsa han;

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 65

(1) Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Organisasi
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menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta

melaksaniakan program dan kegiatan di bidang ketatalaksanaan
ketentuan peraturan yang berlaicu.

sesuali
{2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagnimana dimaksud pada ayat (1) Sub

Bagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi scbagai berikut ;

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhutrungan dengan bidang tugasnya;

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagai
pedoman dan acuan kerja;

c. menyiipkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan ketatalaksanaan;

d. menyinpkan bahan pemantauvan, pembinaan dan evaluasi ketatalaksanaan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seckadau;

e. menyinpkan pedoman dan petunjuk teknis tata naskah dinas dan
pelaksanaan sistem dan prosedur kerja termasuk pembakuan kerja,
standarisasi sarana dan standar pelayanan sesuai pedoman, norma, standar
dan kriteria yang telah ditetapkan; '

{. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan’
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;

g. menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang-
undan.gan yang berlaku;

h. membagi dan mendistribusikan tugas kepada para bawahannya;

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidany tugasnya;

J. melakukan pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja
bawahan;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan
maupn tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkuv.p tugas dan fungsinya.

Pasal 66

(1) Sub Bagan Formasi dan Analisa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan
penyusunan program dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan analisis
jabatan, penyusunan jabatan strukturai dan fungsional, penyusunan standar
kompete~isi jabatan dan formasi jabatan, peta jabatan, syarat jabatan struktural
dan fungsional serta formasi Pegawai Negeri Sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Formasi dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedornan dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Formasi dan Analisis
Jabaian berdasarkan peraturan sebagai pedoman dan acuan kerja;
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C. menyiapkan bahan peényusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
formasi dan Analisis jabatan serta penghitungan beban kerja sesuai
kete ntuan yang berlakuy;

d. meryiapkan bahan pengusulan pengembangan Sumber Daya Manusia dan
pembinaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

e. meliskukan pelayanan administrasi kepegawaian termasuk melaksanakan
pen:atatan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;

f. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Formasi dan Analisis
Jabiuitan serta penghitungan beban kerja;

g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penetapan
Jenis dan rumpun Jabatan fungsional sesuai kebutuhan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten:

h. menyiapkan bahan penyusunan jenis dan rumpun Jabatan fungsional sesuaij
kebiituhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan pedoman dan
ketentuan perundang-undangan yang berlakug

i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan  Formasi dan
anajisa jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;

J. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
denjzan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;

k. menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

. membagi dan mendistribusikan tugas kepada para bawahnya;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya; '

n. melukukan pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja
baw.ihan;

0. meliporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaj dengan
lingkup tugas dan fungsinya. ’

Bagian Keenambelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 67

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 4 ayat (1)
huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis tertentu
berdasarkan keahlian dan keterampilan,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan
bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh pejabat

fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Sekretaris Daerah.
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(4) Jenis japatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui
analisis jabatan.

BAB 111
KEPEGAWAIAN

. Pasal 68

(1) Sekretans Daerah, Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati setelah melakukan konsultasi pada Gubernur dan persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

{2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan pegawai yang diangkat dalam jabatan
fungsionul, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan den kompetensi jabatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Pengangiatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus
memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang
kepangkitan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, integritas dan
prestasi I<erja.

(4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan
fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang
bertanggang jawab di bidang organisasi.

(5} Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri
Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasny
dan/atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis. '

(6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.

(7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Daerah disusun
berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis
pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

(8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Uraian tagas untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan
oleh Burati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB 1V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 69

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupu
kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan sekretariat daerah wajib melaksanakan
tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan
mengevanluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.

(3) Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural dilingkungan Kesekretariatan
wajib nielaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja
masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

integrasi dan
n antar satuan

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 70

(1) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara
periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau
keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan.

(2) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan
terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan kepada Bupati,

(3) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerirtah kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan sekretariat daerah wajib
mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas baik secara periodik  maupun sewaktu-waktu serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing
sesuai (lengan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kesekretariatan wajib mengolah
laporan yang diterima dari’ bawahan dan menggunakannya sebagai bahan
evaluas: dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris
Daerah guna perumusan kebijakan lebih lanjut.
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BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 72

(1) Pelaksariaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Sekadau.

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
adalah merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara { APBN ).

(3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada
Bupati.

BAB V1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

(1) Evaluaii unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan setiap tahun
sekali (libawah koordinasi Sekretariz Daerah yang secara teknis operasional
dilaksanakan oleh para Asisten dan Kepala Bagian yang membkidanginya.

(2) Tahapan evaluasi beban kerja organisasi Kepala Sub Bagian, dan Kepala
Bagian kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Asisten kepada
Sekretaris Daerah.

(3) Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian secara teknis operasional

pembinaannya dilaksanakan oleh Asisten dan Asisten kepada Sekretaris
Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pegawai Negeri Sipil vang melaksanakan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Sekadau tatap melaksanakan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai Berlaku, maka Peraturan Bupati Sekadau
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau
Tabun 2008 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini,

akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Sepanjang sesuai
dengan tupas dan fungsinya.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .
Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
~pada tanggal 19 Februari 2014

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tangigal 29 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TTD

YOHANES3 JHON

Berita Duerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014
Nomor 2%

Kepala Bagion Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau

SUBHAN, S.50s, M. Si

Pembina
NIP. 197504261994121001
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